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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Kajian lingkungan hidup strategis ini merupakan pondasi awal 

untuk membuat rencana tata ruang wilayah sesuai diamanatkan 

oleh Undang-Undang yang berguna sebagai alat untuk mengurangi 

atau meminimalisir dampak lingkungan. Kenyataannya dalam hal 

ini daerah Sumedang yang menjadi kajian penulis tidak 

menggunakan kajian lingkungan hidup strategis sebagai dasar 

untuk membuat  rencana tata ruang wilayah, maka oleh sebab itu 

rencana tata ruang wilayah daerah Sumedang merusak 

linkungannya sendiri juga daerah kabupaten Bandung. 

2. Peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rencana 

tata ruang wilayah sebagai penunjang tercapainya perencanaan 

jangka panjang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah. 

Hal ini dapat terjadi jika badan pengelolaan lingkungan hidup 

daerah ikut andil baik sebelum dan sesudah rencana tata ruang 

wilayah di tetapkan. 
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B. Saran 

1. Seharusnya dibentuknya perundang-undangan khusus terkait 

kajian lingkungan hidup strategis mengingat pentingnya kajian 

lingkungan hidup strategis sebagai kerangka berpikir dalam 

perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia. Jika kajian 

lingkungan hidup diwajibkan maka harus adanya penguatan 

budaya hukum bagi struktur hukum agar yang dilaksanakan bukan 

sebatas untuk memenuhi kewajiban tetapi juga memperhatikan 

pembangunan berkelanjutan dari dampak lingkungan.  

2. Dengan peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang 

sangat penting dalam rencana tata ruang wilayah di harapkan 

badan pengelolaan lingkungan hidup daerah harus lebih 

memaksimalkan lagi tugas dan fungsinya sebagimana yang 

tercantum dalam undang-undang khususnya dalam penyusunan 

kajian lingkungan hidup strategis. Dan badan pengelolaan 

lingkungan hidup daerah juga seharusnya bisa ikut mengawal baik 

sebelum maupun sesudah rencana tata ruang wilayah ditetapkan 

agar dampak lingkungan yang terjadi dari pembangunan bisa di 

minimalisir. 
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